SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG /JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa dalam menjalankan usaha, Badan Usaha
Milik Daerah perlu melakukan pengadaan
barang/jasa secara efisien dan transparan dengan
mempertimbangkan  fleksibilitas proses guna
mendapatkan peluang keuntungan usaha;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan
mengenai pengadaan barang dan jasa Badan Usaha
Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19353
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang



Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan @ Menteri  Pekerjaan @ Umum  dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan
Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk
Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di
Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah
Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor
14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2005 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
235);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Perseroan Terbatas
(PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut
menjadi PT Tanah Laut Manuntung (Perseroda)
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2019 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perubahan Badan Hukum
Perusahaan Daerah PD. Baratala Tuntung Pandang
Menjadi PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda)
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN

BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan/atau seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut, dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan
Terbatas.

Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai dari
anggaran BUMD itu sendiri dan prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.

Direksi BUMD yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ BUMD
yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan
dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan Pimpinan BUMD untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja BUMD.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya dsingkat UKPBJ
adalah wunit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ
untu mengelola Pemilihan Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara swakelola.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dilaksanakan oleh BUMD.

E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri oleh BUMD.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal
luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
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Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing
adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog
elektronik.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya dalam keadaan tertentu.

Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Konsultansi yang ditentukan masing-masing BUMD.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD yang menggunakan
anggaran belanja dari BUMD; dan

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari
BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
penyertaan modal Daerah pada BUMD, pinjaman, hibah dan sumber
modal lainnya, serta dana hibah dikecualikan bagi hibah yang telah
diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Barang;

b. Pekerjaan Konstruksi;

c. Jasa Konsultansi; dan

d. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara terintegrasi.

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara :

a. Swakelola; dan/atau

b. Penyedia.



BAB II
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

@ oo R0 o

(1)

(2)

(3)

(4)

()

PA;

PPK;

Pejabat Pengadaan;

Pokja Pemilihan;
PjPHP/PPHP;

Penyelenggara Swakelola; dan
Penyedia.

BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN
Pasal 5

Ruang lingkup Perencanaan Pengadaan meliputi :

penyusunan perencanaan pengadaan;

identifikasi kebutuhan;

penetapan Barang/jasa;

cara Pengadaan Barang/Jasa;

jadwal Pengadaan Barang/Jasa;

anggaran Pengadaan Barang/Jasa; dan

RUP.

Perencanaan pengadaan terdiri atas :

a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau

b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. penetapan tipe Swakelola;

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Perencanaan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi :

penyusunan spesifikasi/KAK;

penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

penyusunan biaya pendukung.

Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dimuat dalam RUP.

N
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BAB IV
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi :

a. penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

b. penetapan HPS;

c. penetapan Rancangan Kontrak; dan/atau

d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian
harga.

Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yaitu :

a. E-Purchasing/E-Marketplace;

Pengadaan Langsung;

Penunjukan Langsung;

Tender cepat; dan

Tender/seleksi.

°opo g

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilakukan berdasarkan prinsip :

a. efisiensi;

b. transparansi;

c. akuntabel; dan

d. fleksibilitas.

Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu
Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam
waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan
untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.

Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu
Pengadaan Barang/Jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi
Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas
oleh Penyedia Barang/jasa yang berminat.

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu
Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan
yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa BUMD sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.

Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu
Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada
sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan
keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan
akuntabel.

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
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Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri
atas personil, Tim dan/atau unit yang dibentuk oleh Direksi.

Pasal 9

Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa di BUMD berdasarkan
karakteristik dan kebutuhan BUMD.

Ketentuan mengenai Unit Pengadaan Barang/Jasa BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BUMD dapat menggunakan UKPBJ atau Agen Pengadaaan, dalam hal
tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola
Pengadaan Barang/Jasa sendiri.

BAB YV
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Pasal 10

BUMD dapat membangun sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.

Direktur mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik sesuai kebutuhan perusahaan.

BAB VI
TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 11

Teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Direksi dengan
Peraturan Direksi.

Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin
kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang/jasa yang bermutu
sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah
setelah dilakukan tindaklanjut hasil fasilitasi Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 12

Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang/jasa
yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), Direksi melakukan pengawasan.

Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu
pelaksanaan pengawasan Barang/jasa.
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Pasal 13

() Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan
Direksi tentang teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).

@ Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu memfasilitasi peraturan Direksi tentang teknis pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa sebelum ditetapkan.

@ Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyesuaian
terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan peraturan
Direksi tentang teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebelum
ditetapkan.

@ Direksi menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari

pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,
TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari

pada tanggal 3 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 72



